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2 Undan}?ﬂ.kqﬂiﬁg’ riii:.u?m P84 5ain 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Petfierintah-Pagat dan Daerah;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 060/U /2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
' tentang Pedoman ‘I‘ekms Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

e tang Organisasi dan
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3ekasi Nomor 5 Tahun
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MEMUTUSKAN

Memberikan lzin kepada :

Nama Yayasan - Yayasan AL-MUNAWAROH BANJARSARI
Alamat : Kp. Teriti Buniayu RT. 002/006
Ds/Kel Banjarsari, Kecamatan Sukatani,
Kabupaten Bekasi.

Uhmk mendirikan dan menyvelenggarakan Pendidikan Pendidikan Anak
Usia Dim :

Nama Sekolah : PAUD KB AL-MUNAWAROH

Alamat : Kp. Teriti Buniayu RT. 002006,
Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani,
Kabupaten Bekas:,

Mudai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

-
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1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dekasi,
3. EKepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

Pemberian izin tersebut pada dlhh.nﬂ, pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan dan ﬂmﬁh melakukan daftar

ularg (régistrasi) setiap awal tahun g

Dalam rangka pembinaan pcn}r:lcnmnn p:ldu:llka.u Pendidikan
Anak Usia Dini ll-hlp.lmma dimaksud pada dikium perama,
dilakukan oleh Satusn Kerju Perangkat Daerah yang mempunyai
bidang tugas pokok dan fungsi sesual dengan kewenangannys
Keputusan ini, mulal berlaky - pada tanggal | ditetapkan dengan
catatan hn.hw: l.plﬂh «iﬂmﬁmﬂﬂn hari t-a:l:hipgt kekeliruan dalam
uIya.
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000419.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUNAWAROH BANJARSARI

Menimbang : @ Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH , sesuai
Akta Notaris Nomor 1, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris NUR
QOMSAH SUKARNO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-
MUNAWAROH BANJARSARI tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran
5017011032100474 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum
Yayasan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUNAWARQH BANJARSARI;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MUNAWAROH BANJARSARI
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 05
Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH berkedudukan di
KABUPATEN BEKASI,

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

T

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000500.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 10 Januari 2017




LAMPIRAN KEPUTUSAM MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDOMESIA
NOMOR AHU-D000419.AH.01.04. Takun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKLIM
YAYASAN AL-MUNAWARDH BANJARSARI

1. Kekayaan awal: Bp. 10000000
2. Perdirl Yayasan

WAMA NO KTP | PASSPORT

ACER, B.AG, 316040904 10001
FACLING F216L30A03580003
ROMLIH, 5.PD0 3116151507780014

3. Susunan Organ Yayasan

A a Let JABATAN

KACLING 1615050358000 PEMBINA KETLWA
ACEP, § AG 216040904 710001 PEMBINA ANGGOTA
ACMLIM, 5.P0.1 3216151507780014 PEMEINA ANGGOTA
GUNAWAN, 5.PDL 3216171403830001 PENGURUS  KETUA
MATHNAH 3216154711930003 PENGURUS  SEKRETARIS
RAMI, 5.KOM.L 3216174300850004 PENGURLS  BENDAHARA
MLMARS I2V6LSSTOTO40007 PENGAWAS  KETLA
MAHAMAD HLUMDEN 321515041 1810001 PENGAWAS  ANGGOTA

Dritetapkan di jakarta, Tanggal L janaari 01T

an. MENTERI HUKUM DAN HaK A5851 MahiSL
REPLIBLIK INDOMESLA
DIREETUR |ENDERAL ADMIMISTRAS) HUKLUM
LIMLIM,
f._,..-"'
W

DR. FREDDY HARARIS, SH, LL.M, ACCS,

DICETAE PabA TanGGAL 10 Januar 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-DOOOSO0. AH.DL.12. Tehiun 2017 TANGGAL 10 jll'lulrl 2007
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